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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya Potensi, Upaya Pajak, Efektivitas dan 

Elastisitas Pajak Restoran di Kota Kendari. Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuisioner oleh pihak pengelola restoran dan 

data sekunder diperoleh dari data resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis potensi, upaya 

pajak, efektivitas dan elastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak restoran 

Kota Kendari berdasarkan dari hasil kuisioner yang diperoleh mencapai  Rp.33.926.910.268, - 

atau 225,30 persen dibandingkan dengan realisasi pajak restoran Tahun 2020 yang hanya 

mencapai Rp.15.058.231.489,-. Dalam sepuluh tahun terakhir, perhitungan upaya pajak restoran 

terhadap PDRB Kota Kendari sebesar 0,061 persen. Efektivitas dinilai dari rasio antara target 

penerimaan pajak sebesar 112,75 persen dan perhitungan elastisitas pajak restoran mencapai 

rata-rata sebesar 2,59 persen atau lebih dari 1 sehingga elastis. Pemerintah daerah Kota Kendari 

perlu mengambil tindakan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan ditetapkan karena 

kapasitas pajak yang tersedia masih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak yang 

diperoleh. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Elastisitas, Pajak Restoran, Potensi, Upaya Pajak 
 

 

ABSTRACT 
 This study aims to analyze the Potential, Tax Effort, Effectiveness and Elasticity of 

Restaurant Taxes in Kendari City. The data used are primary and secondary data. Primary data 

was obtained through filling out a questionnaire by the restaurant manager and secondary data 

was obtained from official data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), the 

Regional Revenue Agency (Bapenda) and the Central Statistics Agency (BPS). This type of 

research is a quantitative descriptive research using potential analysis techniques, tax effort, 

effectiveness and elasticity. The results of this study indicate that the potential of Kendari City 

restaurant tax based on the results of the questionnaire obtained reached Rp. 33 .926.910.268,- 

or 225,30 percent compared to the realization of restaurant tax in 2020 which only reached Rp. 

15,058,231,489, -. In the last ten years, the calculation of restaurant tax efforts on Kendari 

City's GDP is 0.061 percent. Effectiveness is assessed from the ratio between the tax revenue 

target of 112.75 percent and the calculation of the elasticity of the restaurant tax reaches an 

average of 2.59 percent or more than 1 percent so that it is elastic. The local government of 

Kendari City needs to take action and consider the policies that will be set because the 

available tax capacity is still large compared to the tax revenue obtained.. 
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1. PENDAHULUAN 

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki tujuan 

untuk memberikan kebebasan daerah dalam menggali dan mengatur sendiri sumber-sumber 

penerimaan daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dan menyelenggarakan 

kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Halim dalam 

(Saputra, 2014) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan 

otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan 

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan. mengelola dan menggunakan 

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, 

dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli 

daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah 

daerah menjadi lebih besar. 

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah 

sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan 

PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta 

meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. 

Kota Kendari merupakan ibu Kota Sulawesi Tenggara yang daratannya mengelilingi 

Teluk Kendari. Kota ini adalah daerah yang strategis untuk membuka usaha khususnya di 

bidang kuliner karena dekat wilayah laut yang terkenal dengan hasil kekayaan lautnya yang 

melimpah, sektor perdagangan khususnya kuliner dapat menjadi sektor potensial untuk 

meningkatkan jumlah penerimaan daerah. Menurut Irene & Renniwaty dalam Anggreni 

(2020), pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah dengan potensi yang semakin 

berkembang seiring dengan diperhatikannya sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan 

pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi atau pariwisata. 

Dengan demikian, pajak restoran merupakan salah satu sumber daya daerah yang 

dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut 

gambar perkembangan proporsi keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Kendari 

selama tahun 2011-2020. 

 

 
Gambar 1 Proporsi Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Kendari selama 

Tahun 2011-2020 

 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan tingkat proporsi keberhasilan penerimaan pajak 

restoran selama tahun 2011-2020 yang mengalami perubahan penerimaan setiap tahunnya 

dengan rata-rata keberhasilan sebesar 112,75%.  Tingkat proporsi keberhasilan penerimaan 
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pajak restoran di Kota Kendari sudah tergolong sangat berhasil karena hampir setiap tahunnya 

mencapai proporsi target diatas 90%,. Berdasarkan grafik diatas, penurunan angka presentase 

proporsi keberhasilan disebabkan karena adanya gejolak permasalahan ekonomi yang timbul 

yang berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak restoran. 

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan upaya yang dilakukan serta 

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah merupakan faktor penting dalam peningkatan 

penerimaan pajak restoran, apalagi pajak adalah sumber penerimaan yang penting untuk 

pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah serta antisipasi untuk 

mencegah kegagalan pemerintah sumber penerimaan daerah karena penerimaan pajak daerah 

yang meningkat menandakan pembangunan di daerah juga semakin lancar begitu pula dengan 

kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas maka  penulis tertarik mengambil judul “Analisis Potensi, 

Upaya Pajak, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Restoran di Kota Kendari” 

Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar potensi pajak restoran yang dimiliki di Kota Kendari ? 

2. Sejauh mana tingkat upaya pajak dari pajak restoran di Kota Kendari ? 

3. Bagaimana efektivitas dari pajak restoran di Kota Kendari ? 

4. Bagaimana elastisitas dari pajak restoran di Kota Kendari ? 

Dengan rumusan masalah yang ada , maka tujuan penelitian adalah : 

1. Menganalisis besar potensi pajak restoran di Kota Kendari. 

2. Menganalisis upaya pajak restoran di Kota Kendari. 

3. Menganalisis efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Kendari. 

4. Menganalisis elastisitas penerimaan pajak restoran di Kota Kendari. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dalam 

rangka mengatur jalannya perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mempengaruhi 

penerimaan pajak yang akan dihasilkan dan pengeluaran negara yang digunakan. Hal ini 

bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan negara serta 

menstabilkan harga-harga secara umum. Dengan kata lain, kebijakan fiskal menjadi jalan bagi 

pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 66 ayat 3, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi otorisasi 

mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja padatahun yang bersangkutan. (2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa 

anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun 

yang bersangkutan. (3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. (4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah 

harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian dan (5) Fungsi distribusi mengandung 

arti bahwa kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
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Menurut Badjulu (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar kepada daerah dalam penerimaan 

pendapatannya, yang dapat membantu memberikan efek terhadap pengalokasian belanja 

daerah oleh pemerintah, sehingga belanja yang direncanakan disesuaikan dengan kemampuan 

pembiayaan yang tersedia. 

 Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

 Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Hery (2021) “Pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 

dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum yang berhubung dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.  

Menurut Thian (2021) beberapa fungsi pajak, yaitu :  

1. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (budgeter) 

2. Fungsi Mengatur (regulerend)  

3. Fungsi Stabilitas  

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Pajak Restoran adalah adalah  pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan 

restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/ katering. 

 Dasar  pengenaan  pajak restoran  adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

dan paling tinggi dikenakan sebesar 10%. Pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan 

dan keleluasan untuk menetapkan tarif pajak didasarkan atas perbedaan kondisi masing-

masing daerah kabupaten/kota. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari. Adapun yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran yang dihasilkan oleh pemerintah dan estimasi 

dari pihak pengelola restoran. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 471 tempat makan 

terdiri dari 63 restoran, 91 rumah makan dan 317 warung makan. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling, yaitu dengan memilih sampel yang 

mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi sebuah sampel dengan menggunakan metode 

proportionate stratified random sampling. Menurut Unaradjan (2019) Proportionate 

Stratified Random Sampling ialah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan 

berstrata secara proporsional untuk mendapatkan sampel, sehingga dalam penelitian ini 

mengambil 10% dari masing-masing kelompok sampel. 

 

Tabel 1  

Jumlah Sampel Penelitian 
Jenis Jumlah Proporsi Sampel 

Restoran 63 10 % 7 
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Rumah Makan 91 10 % 10 

Warung Makan 317 10 % 32 

Total 471  49 
Sumber : Penulis, data diolah 

 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, data primer bersumber 

dari pihak pengelola restoran yang diperoleh melalui pengisian kuisioner yang digunakan 

untuk menganalisis potensi pajak restoran dan data sekunder dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun metode analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan teknik analisis potensi, 

upaya pajak, efektivitas dan elastisitas. 

 

1. Analisis Potensi Pajak Restoran  

Analisis potensi pajak bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam 

menghasilkan penerimaan pajak. Untuk menghitung potensi pajak restoran dapat digunakan 

rumus sebagai berikut (Ritonga, 2012) : 

 

 

Keterangan : 

Rt = Rata-rata tamu yang datang  

Pt= Rata-rata pengeluaran tamu 

7 = Jumlah hari dalam seminggu  

52 = Jumlah minggu dalam setahun  

10%= tarif pajak  

 

2. Analisis Upaya Pajak (Tax Effort) 

Upaya  Pajak/ Tax  Effort menunjukkan  perbandingan  antara  hasil  suatu sistem  

pajak  dengan kemampuan  bayar  pajak  suatu  daerah. Rumus untuk upaya pajak adalah 

(Lailia, 2016): 

 

 

 

3. Analisis Efektivitas 

Efektivitas merupakan indikator untuk menentukan keberhasilan dari suatu hasil yang 

dicapai berdasarkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Karo dkk, 2019) : 

 

 

 

4. Analisis Elastisitas 

Elastisitas penerimaan pajak adalah suatu alat ukur untuk mengetahui besar kecilnya 

pengaruh perubahan PDRB terhadap penerimaan pajak yang akan diterima. Elastisitas 

penerimaan pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut (Yunanto, 2010) : 

 

 

 

 

Potensi Pajak Restoran = Rt x Pt x 7 x 52 x 10% 

 

Upaya pajak =    
(Realisasi Penerimaan Pajak Restoran)t

(PDRB)t
 x 100 % 

 

Efektivitas =  
Realisasi Pajak Restoran

Anggaran Pajak Restoran
 x 100% 

 

Elastisitas =  
%∆Pajak Restoran

% ∆PDRB Perkapita
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Potensi Pajak Restoran 

 Perhitungan potensi bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan pajak restoran 

yang sebenarnya dapat dihasilkan di Kota Kendari. Dibawah ini gambaran tentang potensi 

penerimaan pajak restoran Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 

Hasil Perhitungan Dasar Penggenaan Pajak Restoran Kota Kendari 

Klasifikasi 

Hasil Perhitungan 
Total 

(Rp) 

Jumlah 

restoran 

Dasar Pengenaan 

Pajak 

(Rp) 

Ramai 

(Rp) 

Normal 

(Rp) 

Sepi 

(Rp) 

Restoran 
716.512.923 1.270.720.000 177.840.000 2.165.072.923 63 136.399.594.149 

Rumah Makan 
541.015.200 302.742.000 119.257.600 963.014.800 91 87.634.346.800 

Warung Makan 
231.265.264,89 105.946.638,79 26.305.956,67 363.517.860,35 317 115.235.161.730,95 

Sumber : Penulis, data diolah  

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan dasar penggenaan pajak restoran di Kota 

Kendari yang didapat dari hasil pertambahan pada saat keadaan ramai, normal dan sepi. . 

Besarnya dasar penggenaan pajak pada restoran mencapai total Rp. 136.399.594.149,- dengan 

jumlah restoran 63 usaha di Kota Kendari sedangkan jumlah keseluruhan usaha rumah makan 

sebanyak 91 usaha sehingga dasar penggenaan pajak mencapai Rp. 87.634.346.800,- serta 

warung makan mencapai Rp. 115.235.161.730,95,- dengan jumlah warung makan sebanyak 

317 usaha yang tersebar di Kota Kendari dan terdaftar di Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) pada tahun 2021. 

Tabel 3 

Potensi Pajak Restoran Kota Kendari Tahun 2021 

Sumber : Penulis, data diolah 

 Berdasarkan hasil perhitungan dasar penggenaan pajak restoran, maka dapat dihitung 

potensi pajak restoran di Kota Kendari sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah sebesar 10%. Pada tabel 3, potensi pajak pada restoran pada tahun 2021 mencapai 

Rp. 13.639.959.415,-, rumah makan sebesar Rp. 8.763.434.680,- serta warung makan 

mencapai Rp. 11.523.516.173,- sehingga total potensi pajak restoran di Kota Kendari yang 

diperkiraan dapat digali pada tahun 2021 mencapai Rp.33.926.910.268,- atau 225,30 persen 

dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2020 yang hanya mencapai 

Rp.15.058.231.489,-. Kemampuan sesungguhnya 

Klasifikasi 

Dasar Pengenaan 

Pajak 

(Rupiah) 

Tarif Pajak 

Potensi Pajak 

Restoran 

(Rupiah) 

Restoran 136.399.594.149,- 10% 
13.639.959.415,- 

Rumah Makan 87.634.346.800,- 10% 
8.763.434.680,- 

Warung Makan 115.235.161.730,95,- 10% 
11.523.516.173,- 

Total 339,269,102,680,-  
33.926.910.268,- 
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dalam menghasilkan penerimaan pajak restoran masih sangat besar daripada penerimaan 

pajak restoran yang berhasil diperoleh oleh pemerintah Kota Kendari. Beberapa faktor yang 

menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya pihak pengelola restoran yang tidak tertib dalam 

membayar pajak dan tidak memberikan pelaporan yang jujur dan pemerintah menetapkan 

target pajak bukan berdasarkan potensi riil yang ada tetapi pada penerimaan yang diterima 

pada periode sebelumnya. 

 

2. Upaya Pajak (Tax Effort) 

 Upaya Pajak digunakan untuk melihat besarnya3. kemampuan membayar pajak 

masyarakat yang diukur dengan penerimaan PDRB di Kota Kendari. 

 

Tabel 4 

Perhitungan Tax Effort Penerimaan Pajak Restoran Kota Kendari Tahun 2011-2020 

Tahun 

Realisasi Pajak 

Restoran 

(Rp) 

PDRB 

(Rp) 

Tax Effort 

(%) 

2011 4.604.025.708 5.500.621.970.000 0,084 

2012 5.594.679.902 10.603.754.630.000 0,053 

2013 7.539.800.334 11.787.014.340.000 0,064 

2014 7.338.784.809 13.411.291.190.000 0,055 

2015 7.881.416.106 15.188.257.200.000 0,052 

2016 8.793.420.353 17.066.573.560.000 0,052 

2017 10.342.154.333 18.665.797.000.000 0,055 

2018 11.220.062.819 20.285.726.420.000 0,055 

2019 16.017.182.670 22.153.506.640.000 0,072 

2020 15.058.231.489 22.045.697.950.000 0,068 

Sumber : DJPK dan BPS Kota Kendari (data diolah) 

 Tabel 4 hasil tax effort pajak restoran terhadap penerimaan PDRB Kota menunjukkan 

bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak restoran masih rendah 

Nilai tax effort tertinggi berada pada tahun 2011 dengan angka presentase mencapai 0,084 

persen dengan penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 4.604.025.708,- dan PDRB sebesar Rp. 

5.500.621.970.000,- sedangkan pada tahun 2015-2016 merupakan tahun dengan nilai tax 

effort terendah dengan angka presentase mencapai 0,052 persen. Dikarenakan nilai tax effort 

selama 10 tahun terakhir kurang dari 1 (<1), maka dapat diartikan bahwa tax capacity lebih 

besar dibandingkan dengan tax effort atau besarnya jumlah kapasitas pajak yang seharusnya 

dapat dihasilkan dibandingkan jumlah pajak restoran yang berhasil dipungut oleh pemerintah 

daerah. 

Pemerintah daerah belum berhasil menggali penerimaan lebih banyak sumber 

penerimaan pajak restoran, karena berdasarkan data PDRB Kota Kendari setiap tahunnya 

cenderung meningkat seharusnya dengan PDRB yang meningkat mengindikasikan bahwa 

kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkatkan dan berdampak pada 

peningkatan penerimaan pajak tetapi pada kasus ini berbanding terbalik, salah satu hal yang 

menjadi penyebab adalah adanya restoran yang belum terdaftar di Dispenda. 

3. Efektivitas Pajak Restoran 

 Efektivitas dipergunakan untuk melihat besarnya presentase keberhasilan penerimaan 

pajak restoran yang diukur dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

satu periode di Kota Kendari. 

 

Tabel 5 
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Efektivitas Pajak Restoran Kota Kendari Tahun 2011-2020 
Tahun Anggaran Anggaran Realisasi Efektivitas (%) 

2011 6.800.000.000 4.604.025.708 67,71 

2012 4.800.000.000 5.594.679.902 116,56 

2013 5.300.000.000 7.539.800.334 142,26 

2014 7.850.000.000 7.338.784.809 93,49 

2015 8.200.000.000 7.881.416.106 96,11 

2016 7.900.000.000 8.793.420.353 111,31 

2017 8.950.000.000 10.342.154.333 115,55 

2018 11.000.000.000 11.220.062.819 102,00 

2019 11.000.000.000 16.017.182.670 145,61 

2020 11.000.000.000 15.058.231.489 136,89 

Rata-rata 112,75 

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (data diolah) 

 

 Tabel 5 menggambarkan efektivitas pajak restoran Kota Kendari selama 10 tahun 

terakhir. Tahun 2019 merupakan periode dimana pemerintah Kota Kendari paling berhasil 

dalam memungut pajak restoran melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan rasio 

efektivitas mencapai 145,61 persen dan jumlah penerimaan sebesar Rp. 16.017.182.670,- 

sedangkan rasio efektivitas paling rendah terjadi pada tahun 2011 dengan nilai presentase 

sebesar 67,71 persen dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 4.604.025.708,-. 

 Pemerintah Kota Kendari memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan penerimaan 

pajak restoran dalam mencapai target yang telah ditetapkan, keberhasilan tersebut disebabkan 

karena banyaknya dukungan dan dorongan dari pihak lain serta inovasi program dalam 

memungut pajak seperti penggunaan media digital.  

 

4. Elastisitas Pajak Restoran 

 Elastisitas menunjukkan besarnya pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap tingkat 

penerimaan pajak daerah termasuk pajak restoran Hasil dari perhitungan elastisitas pajak 

restoran terhadap PDRB Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6 

Elastisitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap PDRB Kota Kendari Tahun 2011-

2020 
 

Sumber : DJPK dan BPS Kota Kendari (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 6, rata-rata elastisitas PDRB Perkapita Kota Kendari terhadap pajak 

restoran dalam kurun waktu 10 tahun (2011-2020) sebesar 2,59 persen (elastis) artinya 

pengaruh pertumbuhan PDRB Perkapita peka (elastis) terhadap pertumbuhan pajak restoran 

di Kota Kendari. Koefisien elastisitas paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 7,02 

persen, hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB sebesar 1 persen mempengaruhi 

pertumbuhan pajak restoran, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 

Tahun 

Anggaran 
Pajak restoran (Rp) 

Pertumbuhan 

Pajak Restoran 

 (%) 

PDRB Perkapita  

(Rp) 

Pertumbuhan 

PDRB  

(%) 

Elastisitas 

(%) 
Ket 

2011 4.604.025.708,- 54,03 18.191.331,22,- 9,38 5,76 elastis 

2012 5.594.679.902,- 21,52 33.834.139,42,- 85,99 0,25 inelastis 
2013 7.539.800.334,- 34,77 36.323.059,24, 7,36 4,72 elastis 

2014 7.338.784.809,- -2,67 39.927.747,53,- 9,92 (0,27) inelastis 

2015 7.881.416.106,- 7,39 43.707.718,07,- 9,47 0,78 inelastis 
2016 8.793.420.353,- 11,57 47.490.124,58,- 8,65 1,34 elastis 

2017 10.342.154.333,- 17,61 50.349.034,87,- 6,02 2,93 elastis 

2018 11.220.062.819,- 8,49 53.155.760,11,- 5,57 1,52 elastis 
2019 16.017.182.670,- 42,75 56.394.640,53,- 6,09 7,02 elastis 

2020 15.058.231.489,- -5,99 54.537.240,87,- -3,29 1,82 elastis 

Rata-rata 2,59 elastis 
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presentase sebesar (-0,27) persen yang berarti tidak adanya pengaruh perubahan PDRB 

Perkapita terhadap penerimaan pajak restoran Kota Kendari. 

PDRB Perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu tingkat pendapatan dan konsumsi 

masyarakat. Kenaikan atau penurunan PDRB Perkapita yang diperoleh masyarakat cenderung 

mempengaruhi penerimaan pajak restoran kondisi perekonomian suatu daerah ikut 

mempengaruhi pajak restoran walaupun pertumbuhan PDRB bernilai positif. 

 

 

5. SIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pajak Restoran di Kota Kendari selama tahun 

2011-2020 dapat disimpulkan bahwa : 1) Potensi pajak restoran masih sangat besar daripada 

realisasi penerimaan pajak restoran yang berhasil dihasilkan, hal ini disebabkan karena 

pemerintah menetapkan target pajak didasarkan atas penerimaan pajak tahun sebelumnya 2) 

Pemerintah belum berhasil menggali sumber penerimaan daerah dari pajak restoran terbukti 

dari nilai yang menunjukkan bahwa kapasitas pajak lebih besar dibandingkan penerimaan 

pajak yang berhasil di peroleh oleh pemerintah 3) Kinerja pemerintah daerah dalam 

memungut pajak berdasarkan target yang telah ditetap sudah sangat baik tetapi akan lebih 

baik jika ditetapkan berdasarkan potensi riil yang ada 4) PDRB Perkapita berpengaruh 

terhadap tingkat penerimaan pajak restoran walaupun begitu permasalahan perekonomian 

yang sedang dihadapi bisa menjadi pemicu terjadi peningkatan ataupun penurunan terhadap 

pajak restoran di Kota Kendari. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori pajak restoran 

dengan menganalisis potensi pajak, upaya yang dilakukan, serta efektivitas dan elastisitas 

pajak di konteks Kota Kendari. Hal ini dapat membantu mengembangkan teori-teori terkait 

perpajakan khususnya dalam sektor restoran. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan dasar bagi pemerintah Kota Kendari untuk membuat kebijakan pajak yang lebih 

efisien dan efektif terkait restoran. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat 

membantu perbaikan atau penyesuaian kebijakan perpajakan di tingkat lokal. 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni pada “Analisis Potensi, Upaya 

Pajak, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Restoran di Kota Kendari yang dinilai berdasarkan 

Analisis Potensi, Analisis Upaya Pajak, Analisis Efektivitas serta Analisis Elastisitas pada 

tahun 2011-2020”.  

 Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka diharapkan pada penelitian selanjutnya 

untuk menggunakan variabel lain yang dapat membantu penelitian ini leih baik khususnya 

menganai Upaya Pajak, Efektivitas Dan Elastisitas Pajak Restoran seperti variabel 

penerimaan pajak restoran, evektifitas pemungutan pajak restoran, evektifitas penerimaan 

pajak restoran dan variabel lainnya yang memungkinkan untuk menganalisis potensi pajak. 
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